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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b dan huruf e Undang-undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, menyatakan bahwa Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota jika memenubhi
syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar
pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya
yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota, dengan
jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima
puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%
(delapan setengah persen), dan jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh
persen) jJumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah
dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU
Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten /Kota;

bahwa untuk melaksanakan Rrtusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 dan
dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi
pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang
termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak
pilih.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor
15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019



CATATAN

Nomor 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905); Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-
Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 105/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019
diatur tentang :

Menetapkan JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN TAHUN 2020.

: - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019



